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2014 SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 56.B TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun
2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Bekasi, dipandang perlu untuk diubah yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar  Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4
Seri A);



20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3
Seri E).

memperhatikan : Berita acara Hasil Rapat Nomor 900/971/AKUN tentang
Pembahasan Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota
Bekasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA
BEKASI NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal |

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 Nomor 38 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran Il, Lampiran Ill, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI,
Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran X, Lampiran XI,
Lampiran Xll, Lampiran XlIllI, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini yang terdiri atas :

a. Lampiran | . Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Bekasi;

b. Lampiran Il . Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan:

c. Lampiran Ill . Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;

d. Lampiran IV . Kebijakan Akuntansi Beban;

e. Lampiran V . Kebijakan Akuntansi Belanja;

f. Lampiran VI . Kebijakan Akuntansi Transfer;

g. Lampiran VII . Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;



h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX
Lampiran X

N ¢

k. Lampiran XI

Lampiran XIlI
. Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
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Lampiran XVII

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
Kebijakan Akuntansi Piutang;

Kebijakan Akuntansi Persediaan;

Kebijakan Akuntansi Investasi;

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang tidak dilanjutkan.

Pasal |1

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Desember 2014

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR SERI



